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Hal : Penyampaian Data Untuk

Penerapan Zona Integritas

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil rapat pembinaan dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2019,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh
Indonesia pada tanggal 14 Desember 2019, atas petunjuk Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi
Birokrasi tidak perlu lagi dibuat/disusun, karena Reformasi Birokrasi pada satuan
kerja/pengadilan adalah Zona Integritas.

Dengan ini kami revisi permintaan data pada surat nomor
1285/DJU/HM02.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 menjadi :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

3. Nllai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

4. Nilai LKE Zona Integritas

Penyampaian data tersebut dilakukan secara elekironik pada alamat
http://bit.ly/zi_badilum_2020 paling lambat hari Selasa tanggal 31 Desember 2019.

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Tembusan disampaikan kepada : QU
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
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